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Pembimbing | . Dr. Jabbar Sabil, MA
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Kata kunci - Ancaman, Pembunuhan Anak Kandung, Hukum Pidana
Islam

Hubungan orang tua dan anak secara nasab tidak dapat digantikan oleh siapapun
dan menibulkan hak serta kewajiban yang ada antara anak dan orang tuanya.
Setiap anak akan mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya. Ada
beberapa kasus yang tidak lain pelakunya adalah orang tua kandung dan
korbanya ialah anak tentu perlu adanya perhatian bagi kita semua. Beberapa
kasus yang ada, penjatuhan hukuman di Negara ini ternyata belum mampu
memberikan efek jera kepada pelaku dan belum mampu untuk memberikan rasa
takut kepada yang lain sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. itu dibuktikan
karena masih banyak kasus-kasus yang terjadi dalam waktu yang berbeda.
penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana sanksi pidana yang
diterapkan terhadap orang tua yang membunuh anak kandungnya berdasarkan
putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btg serta ditinjau dengan hukum
pidana Islam. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah penelitian hukum
(legal risearch) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan
hukum sesuai norma hukum. pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus
(Case Approach). Pendekatan kasus merupakan suatu penelitian yang
menujukan untuk pengumpulan data, mengambil makna, dan memperoleh
pemahaman dari kasus tersebut. Adapun sumber utama adalah putusan
pengadilan dan KUHP, sedangkan data lainya berasal dari kitab-kitab figh dan
buku-buku hukum yang terkait. Hasil penelitian bahwa tinjauan hukum pidana
Islam terhadap ancaman hukuman tindak pidana pembunuhan anak yang
dilakukan oleh orantuanya, yaitu tidak dapat di gishash karena ibu memiliki
ikatan darah terhadap anak (wali). kesimpulanya dikarenakan gishash tidak bisa
dijatuhkan maka hukuman pengganti adalah hukuman diyat.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/U/1987

1. konsonan
Huruf Nama Huruf Nama Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin
tidak . ) ..
| A | dilam- tlotIJak d I|(Iam- L " T te (d_engan titik
bangkan angkan di bawah)
- . , , zet (dengan titik
o Ba’ L V4 .
¢ b be [ di bawah)
- Ta 2 o ‘i . koma ter- balik
¢ (di atas)
Y A es (dengan titik . .
& Sa S (diegas) iz Gain G Ge
z Jim j je G Fa’ F Ef
P ~ ha (dengan titik J _
c || Ha \ S e S i Q ki
¢ Kha’ kh ka dan ha < Kaf K ka
2 Dal d de J Lam L el
. . zet (dengan ”
o 2| itikdiatas) | ¢ /| MM M em
D Ra’ r er O Nin N en
B) Zai z zet K Wau W we
e Sin S es > Ha’ H ha
o Syin sy es dan ye 3 Hamzah apostrof
_ es (dengan o
o= | Sad S titik di bawah) | ¢ - y ye
. < _ , de (dengan
v= | Dad & titik di bawah)
2. Vokal

vokal rangkap bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. vokal tunggal
vokal tunggal bahasa arab yag lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah |
Dammah U

b. vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antra
harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf | Nama Gabungan Huruf
& Fathahdanya | Ai
3 Fathah danwa | Au
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf.
transliterasinya sebagai berikut:

Harjat dan Huruf | Nama Huruf dan Tanda
e Fathah dan alifatauya =~ | A
& Kasrah dan ya I
s Dammah dan wau U
4. Ta Marbutah (4)

transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a.

b.
C.
Catatan:

Modifikasi

Ta marbutah3) hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, atau
dammah.

Ta marbutah () mati atau mendapat harkat sukun,

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah?)

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
translitersai, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama lainya ditulis
sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibnu Sulaiman.

Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

tidah ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak akan mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya,
untuk itu anak harus mendapatkan perlindungan berupa segala usaha demi
perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar. Perlindungan merupakan
hak bagi setiap masyarakat untuk mendaptkan suatu keadilan yang nyata,
dengan demikian hal ini juga berlaku untuk anak-anak dalam mendapatkan
perlindungan dari seluruh bidang kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.

Negara juga mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bab | Ketentuan Umum, pasal 13, ayat
1 yang berbunyi:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain
mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat
perlindungan dari perlakuan:

Diskriminasi;

Eksploitas, baik ekonomi maupun seksual;

Penelantaran;

Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

Ketidak adilan;

Perlakuan salah lainya”.!

oA wWN =

Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana terhadap
“nyawa” sudah diatur dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul
“Kejahatan Terhadap Nyawa Orang “ yang diatur dalam pasal 338 yang
berbunyi sebagai berikut.

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum
karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara
selama-lamanya lima belas tahun”.?

'Endang Sumiarni, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana,
(yogyakarta: Universitas atma jaya, 2003), him. 699.

’Ledrn Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2002), him. 22.

1



Pasal 339 menyatakan :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau dahului oleh suatu perbuatan
pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau
mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri dari maupun
peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk
memastikan penguasa barang yang diperolehnya secara melawan hukum,
diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu
tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Terdapat juga dalam pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas UU Rl Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak:

“(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan

penganiayaan tersebut orang tuanya.

Hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan
yang diancam dengan hukuman mati juga dikenal dalam seluruh agama dan
kitab sucinya, baik Taurat, Injil, maupun Alquran. Namun ada yang beberapa
agama yang penerapan hukumannya berbeda atau bisa dikatakan diskriminasi,
yang mana hukumannya sesuai dengan tingkatan kelas pada saat itu.> Namun

terkait dengan pembunuhan anak kandung terdapat sebuah Hadits yang

® Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor: Politeia, 1995),
him. 240.

* Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik,Udang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Republik Indonesia, 2014), him. 30

®> Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), him. 136



mengindikasikan tidak berlakunya Qishash berdasarkan Hadits riwayat At-
Tirmizi (1320) yaitu:

IS @;:is e 9 U 8 ae o

°

Ji ‘u’f‘*‘u"“\"&‘ u‘wam&f
.ujjszuww s das e a Jo o 0525 Eas

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abu Sa’id Al-Asyajj, telah
menceritakan kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar dari Al-Hajjaj bin
Arthah dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin
Al khaththab ia berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda: “seorang bapak tidak dijatunhkan hukuman dengan
membunuh anaknya.”

Hadits diatas mengandung makna bahwa orang tua tidak di Qishash
kareana membunuh anaknya. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu syarat
dilaksanakanya Qishash adalah jika pelaku pembunuhan bukan orang tua
korban, ayah atau kakeknya.®

Imam Mazhab sependapat dengan hukuman bunuh bagi seorang anak
yang telah membunuh salah satu dari kedua orang tuanya. Namun, sebagian
Imam Mazhab hukuman ini tidak berlaku pada seorang ayah yang membunuh
anaknya. Seperti pendapat Imam Syafi’i dan Imam lainya yang tidak setuju
dengan hukum bunuh terhadap ayah yang membunuh anaknya. Hal Ini
Bertentangan dengan pendapat Imam Maliki yang mengatakan bahwa hukuman
bunuh berlaku bagi seorang ayah yang membunuh anaknya dengan sengaja.
Seperti merebahkan anaknya lalu menyembelihnya dengan sengaja. Tetapi jika
seorang ayah tidak sengaja atau tidak ada niat melakukan pembunuhan maka
hukuman bunuh tersebut tidak berlaku, contohnya seperti seorang ayah yang

melemparkan buku ke arah anaknya sehinga mengakibatkan anak tersebut mati.”

® Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), him. 127

" Syaikh Al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Figih Empat
Mazhab, (Bandung: Hasyimi, 2012), him. 396



Sebahagian fukaha berbeda pendapat mengenai penjatuhan sanksi
Qishash terhadap orang tua yang membunuh anaknya. jumhur ulama dari para
sahabat, Hanafi, Sayafi’i, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa orang tua tidak
dikenai gishash secara mutlak dengan alasan mereka adalah yang menyebabkan
terlahirnya seorang anak maka anak tidak bisa menyebabkan ketiadaannya ayah
atau kakek.?

Pemerintah mempunyai wewenang untuk menghukum melalui majlis
hakim, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pertimbangan
hakim dalam menentukan hukuman pada kasus ibu kandung yang membunuh
anaknya sendiri, Sebab dalam putusan hakim lebih mengutamakan Undang-
undang yang umum dari pada Undang-undang yang khusus. Mengingat dalam
fikih terdapat keragaman pendapat maka hukuman bagi pelaku pembunuhan
anak ini perlu diteliti kesesuaiannya dengan ketentuan fikih jinayah.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut
terkait tindak pidana pembunuhan oleh orang tua kandung dan sanksi terhadap
tindak pidana pembunuhan khususnya pembunuhan oleh ibu kandung. Maka
dari itu peneliti ingin mengangkat sebuah karya ilmiah (skripsi) yang akan dikaji
dengan judul: “Ancaman Hukuman Pelaku Pembunuhan Anak Kandung di
Kabupaten Batang (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG). ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis dapat
merumuskan beberapa masalah yang akan dijadikan bahan kajian sebagali
berikut:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap putusan PN

No.2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btg?

& Wahbah Az-Zuhaili, Figik Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7,(Jakarta: Gema Insan him.596



2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan PN
No.2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btg?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, begitu juga
dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari karya ilmiah
(skripsi) ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang pembunuhan yang
dilakukan oleh orang tua.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan PN

No.2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btg.

D. Kajian pustaka

Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti belum ada yang
membahas secara mendetail tentang “Ancaman Hukuman Pelaku Pembunuhan
Anak Kandung di Kabupaten Batang (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap
Putusan PN Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG)”. Namun demikian terdapat
beberapa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan judul ini diantaranya
sebagai berikut:

Pertama, Ahmat Zamroni mahasiswa jurusan Jinayah Siyasah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Analisa
Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Pasal 338 Dan
340 KUHP) Terhadap Orang Tua Yang Membunuh Anak Kandungnya”, skripsi
ini membahas mengenai perbandingan dan persamaan hukum Islam dan hukum
positif mengenai penjatuhan tindak pidana terhadap orang tua yang melakukan
pembunuhan anak kandung.

Kedua, Putri Ramadhani mahasiswa dari jurusan jinayah Siyasah
Fakultas Syarih dan Hukum UIN jakarta yang berjudul “Tindak Pembunuhan
Anak Oleh Orang Tuanya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam dan Hukum

Pidana Positif”, Skripsi ini hanya menjabarkan secara umum tentang



pembunuhan orang tua terhadap anak ditinjau dari hukum Islam dan hukum
pidana positif.

Ketiga, Irfan Akbar Muharom mahasiswa dari jurusan Perbandingan
Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta yang berjudul “Tindak
Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Menurut Hukum Islam
dan Hukum Positif (Analisa Putusan PN No. 1327/PID.B/2012/PN.JKT.TIM)”,
skripsi ini menerangkan tentang -membandingkan putusan yang sudah
diputuskan dengan pendapat ulama mazhab terkait tindak pidana pembunuhan
anak yang dilakukan oleh orang tua analisa hukum positif dan hukum islamya.

Keempat, Asyia Adietta mahasiswa dari fakultas hukum universitas
lampung yang berjudul “penegakan hukum oleh polisi dalam tindak pidana
pembunuhan anak oleh ibu kandung (studi polres pesawara)”, skripsi ini
menjelaskan penegakan hukum terhadap pembunuhan anak oleh orang tua yang
belum bisa bertanggung jawab atas dirinya yang mengalami gangguan jiwa
(sakit).

Dari skripsi diatas, dapat disimpulkan bahwa skripsi yang satu hanya
mengkaji masalah hukuman pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua
hanya berdasarkan hukum pidana Islam dan hukum positif, akan tetapi tidak
terlalu terperinci dan condong ke arah hukum positif saja. Dan skripsi yang
berikutnya juga membahas tentang pembunuhan yang dilakukan orang tua
terhadap anak kandung ini lebih umum dan sama seperti sebelumnya
berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, penjelasannya lebih luas tidak
terfokuskan ke satu masalah. Skripsi berikutnya sama juga membahas tentang
pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua dan analisis putusan hanya
saja lebih membandingkan ke dalam hukum Islam dan hukum positif. Dan
skripsi berikutnya membahas pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua
yang mana disini studi kasus di pores dan menjelaskan tentang pembunuhan
yang dimana pelakunya tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatanya

dikarenakan memiliki gangguan jiwa (sakit mental). Dan disini penulis hendak



mengkaji lebih dalam lagi yang mana menganalisa putusan dalam penjatuhan
sanksi terhadap pelaku pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibunya sendiri
dan hukuman apa yang setimpal dalam perbuatan tersebut menurut hukum

pidana Islam.
E. Penjelasan Istilah

1. Ancaman hukuman
Menurut epitimologi ancaman hukuman ialah suatu pembebanan atau
pembalasan bagi pelaku tindak pidana apa yang telah dilakukannya, sedangkan
menurut  terminologi  ancaman hukuman merupakan  pembebanan
pertanggungjawaban yang dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan
ketertiban masyarakat atau sebagai alat menegakkan apa yang dimaksud dan
peranannya.” sedangkan hukuman menurut kamus besar bahasa indonesia
karangan S. wojowasito, hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan
(kesalahan dosa). dalam bahasa arab hukuman disebut dengan ‘igab (singular)
dan ‘uqubat (pliral).”
2. Pembunuhan
Pembunhan di dalam bahasa Arab, disebut al-gatl yang berasal dari kata
gatala yaitu membunuh, menghilangkan nyawa. Sebagian ulama madzahab
berpendapat tentang pembunuhan ini: Menurut zaidunddin ali, pembunuhan
adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang
yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.

Pembunuhan termasuk tindakan yang membuat orang lain kehilangan nyawa.**

o Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia,(Bandung: Pustaka Setia, 2000), him 71

10 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia,
2000), him. 55

" Sayyidah Nurfaizah, “Hukuman Bagi Orang Tua Yang Membunuh Anaknya
Persepektif Hukum Pidana Islam dan KUHP”, Jurnal Hukum Pidana Islam, Volum2, Nomor 2,
Desember 2016, him. 306



3. Anak Kandung
Anak kandung adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan
yang sah dimata hukum dan negara. Masalah kedudukan anak diatur dalam
undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yaitu pada
Bab IX pasal 42 sampai dengan 47. Pasal 42 mengatakan, anak yang sah, adalah
anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
4. Hukum Pidana Islam
Hukum islam gabungan dari dua kaya yaitu hukum dan islam. hukum
menurut bahasa menetapkan sesuatu atas sesuatu. sedangkan menurut syara’,
hukum adalah ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-
orang mukhallaf dalam bentuk tuntutan pilihan atau penetapan. hukum islam
adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-nya yang mengandung
larangan, pilihan atau menyatakan syarat, sebab, dan halangan untuk seatu

perbuatan hukum.*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum (legal risearch)
adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai
norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai
dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan
norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.
Dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan
penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian
memberikan pemecahan atas masalah tersebut.** Analisis data yang akan

dilakukan disini adalah analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri

" Darwan Prinst, “Hukum Anak Indonesia” (IKAPI: Citra Sditya Bakti, 2003), hlm. 88-
89

3 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia,
(Jakarta: Kencana Penada Media Grub, 1992), him.10

14 peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia
Grup, 2005) him.47 dan 60



Batang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btg menurut hukum pidana Islam
mengenai tindak pidana pembunuhan anak kandung.
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach).
Pendekatan kasus merupakan suatu penelitian yang menujukan untuk
pengumpulan data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus
tersebut.™® Adapun kasus yang diteliti ialah pembunuhan yang dilakukan oleh
orang tua kandung terhadap anak.
2. Jenis penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang
data- datanya diungkap melalui kata-kata, norma atau aturan-aturan (data
kualitatif). Data-data yang diambil merupakan pendapat atau doktrin para ahli
hukum atau normatif dengan tujuan agar dapat menggambarkan masalah dengan
baik berdasarkan keberadaan data-data tersebut sehingga dapat diambil
kesimpulannya atau dapat juga disebut dengan deskriptif.*®
3. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

a. Data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negrti
Batang Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG.

b. Data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur-literatur tertulis
yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penulisan skripsi ini,
baik berupa buku, makalah, laporan penelitian, artikel, surat kabar,
atau dari pakar. Seperti karangan buku karangan Leden Marpaung,
S.H. perihal tindak pidana, yaitu “tindak pidana terhadap nyawa dan
tubuh”, Ahmad Wardi Muslich, perihal jinayah, yaitu “hukum pidana

Islam”.

' Ibid, him 158.
*Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: P.T Raja Grafindo
Persada, 2006), him. 35.
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c. Data tersier (non-hukum), berupa bahan penjelasan dari bahan
hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ilmu pengetahuan
politik, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah riset kepustakaan,
yaitu dengan melihat atau membaca, meneliti dan mempelajari dokumen dan
data-data yang diperoleh dari karya-karya atau literatur dan referensi yang
berhubunhan dengan judul skripsi ini.
5. Teknik Penulisan
Penyusunan dan penulisan skripsi berpedoman pada Buku Pedoman
Penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2018 (revisi
2019)

G. Sistematika Pembahasan

Melengkapi pembahsan skripsi ini maka peneliti menyusun sistematika
pembahsan kedalam empat bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan
skripsi secara keseluruhan. Diantaranya berisikan tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tentang tindak pidana pembunuhan
anak kandung yang meliputi uraian tentang pengertian tindak pidana, jenis-jenis
tindak pidana, pengertian tindak pidana pembunuhan, saksi tindak pidana
pembunuhan dan pertanggungjawabantindak pidana pembunuhan menurut
hukum pidana Islam.

Bab tiga akan diuraikan tentang analisa putusan hakim Pengadilan
Negeri Batang menurut hukum Islam. Diantaranya akan meliputi uraian

kronologi perkara dalam putusan, analisa data pertimbangan hakim Pengadilan
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Negeri Batang dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btg tentang
pembunuhan anak kandung menurut hukum pidana Islam.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari perbagai
permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang

berkaitan dengan masalah tersrbut.



BAB DUA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK KANDUNG

A. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Istilah tindak pidana dipakai dalam perundang-undangan yang
menjelaskan tentang keadaaan kongkrit sebagaimana halnya dengan perbuatan,
tetapi hanya menyatakan dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan,
tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang yang lebih dikenal
dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak."’

Hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum
pidana umum dan hukum pidana khusus. Secara pengertian, hukum pidana
umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum,
yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta
semua perundang-undangan yang menambah atau mengubah KUHP.

Hukum pidana khusus (peraturan perundang-undangan tindak pidana
khusus) bisa diartikan sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang
memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-
undangan khusus, diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun
bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari
KUHP).'

Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus
adalah untuk mengisi kekurangan atau pun kekosongan hukum yang tidak
tercakup pengaturan dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan
itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum

pidana formall dan materill.

7 Moeljatno, Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) him 55
18 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) him 8

12
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Maka dari itu, keberadaan peraturan perundang-undangan memegang
peranan sangat strategis sebagai landasan dan strategis negara untuk mencapai
tujuannya. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak
pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum
pidana.”®

Hukum positif di Indonesia tentang tindak pidana pembunuhan telah
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku kedua Bab
XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dari pasal 338 sampai dengan pasal 350
KUHP.

Tindak pidana pembunuhan didalam KUHP disebut juga sebagai
kejahatan terhadap nyawa. Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan
“jiwa”. Kata nyawa, dalam kamus besar bahasa Indonesai dimuat artinya antara
lain sebagai pemberi hidup, jiwa atau roh. sedangkan kata “jiwa” dimuat artinya
antara roh manusia (yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup) dan
seluruh kehidupan batin manusia.

Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab undang-undang hukum
pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. kejahatan terhadap nyawa
(misdrijven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang
lain. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan,
menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuhan
artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara
membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan oleh siapa saja yang
dapat sengaja merampas nyawa orang lain.?

Penegertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan
pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada

manusia yang secara umum disebut “pembunuhan”. Pembunuhan dalam sejarah

¥ Ibid., him 2
2% Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992), him 129
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kehidupan/penghidupan manusia, telah terjadi sejak dahulu kala dan
pengaturannya atau hukumannya pun telah ditentukan. %

Pembunuhan atau kejahatan terhadapa nyawa merupakan delik materiil,
yaitu suatu tindak pidana yang melarang timbulnya akibat tertentu. Jadi yang
dipandang dari delik materiil adalah timbulnya akibat dari perbuatan tersebut
dan pada selesaikan perbuatan itu, bukan pada bagian cara yang dilakukannya
(dibacok, ditembak, dipukul).

Tindak pidana pembunuhan adalah tindakan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum, dimana larangan tersebut atau tindakan yang oleh suatu aturan
hukum dilarang dan diancam pidana, asal larangan tersebut ditunjukan pada
tindakan, keadaan, yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang, dan ancaman
pidananya ditunjukan kepada orang yang telah yang telah menimbulkan segala
bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus
dapat ditegakkan hukumnya. Penghilangan nyawa dengan tujuan kejahatan, baik
yang disengaja maupun tidak disengaja tidak dapat dibenarkan oleh undang-
undang. Penegakan hukum merupakan wujud penegakan hak asasi manusia
yang melekat pada diri korban, dan memberikan sanksi bagi pelaku yang telah

menghilangkan hak korban tersebut.??
2. Jenis Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Il Bab XIX yang terdiri dari 13
pasal. Dari ketentuan tersebut, jenis-jenis pembunuhan menurut hukum positif

sebagai berikut:

2l Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2000). him 4

%2 Moeljatno, Asas Hukum Pidana, ..., him 54
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a. Pembunuhan Tidak Disengaja

Pembunuhan tidak disengaja diatur dalam pasal 359: barang siapa karena
kesalahanya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.?

Adapun unsur kulpa atau tidak sengaja dalam pasal 354 adalah bukan
ditunjukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukkan pada akibat.
Hal ini akan lebih nyata jika dilihat pada kejadian sehari-hari, misalnya seorang
menjatuhkan balok, karena kurang hati-hati menimpa orang lewat sehingga

orang tersebut tewas.?*

b. Pembunuhan Berencana

Tindak pembunuhan anak yang oleh pembentukan undang-undang telah
disebut sebagai kindermoord ataupun yaang biasanya juga telah diartikan
dengan kata pembunuhan anak dengan direncana yang telah diatur dalam pasal
340-342 KUHP.” Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling
ancaman pidananaya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia,
diatur dalam pasal 340 yang rumusannya:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan
rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama
waktu tertenttu paling lama 20 tahun”.?®

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338
ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terletak dahulu. Lebih berat
ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan

pembunuhan dalam pasal 338 dan 339.%

2 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP;Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), him
139

% Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2001), him 124-125

% |amintang, Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan
Kesehatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), him 66

%% Andi Hamzah, KUHP & KUHAP;Edisi Revisi, ....., him 134

2" Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, ..., him 80
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Dalam pembunuhan berencana, sebelum melakukan pembunhan, pelaku
memikirkan atau berniat dengan sengaja membunuh korbannya. Sehingga ada

unsur berencana yang akan memperberat sanksi pidananya.

c. Pembunuhan Sengaja
Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok dimuat dalam pasal 338
KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”®

Rumusan pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku
sebagai “menghilangkan nyawa” orang lain, menujukan bahwa kejahatan
pembunuhan adalah suatu tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah
suaru tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang
dilarang atau akibat konstitutif). Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak
pidana materil secara sempurna, tidak semata-mata digantuungkan pada
selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah
menimbulkan akibat yang terlarang atau belum/tidak. Apabila karenanya belum
meimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru
merupakan percobaan pembunuhan dan belum atau bukan pembunuhan secara
sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP.%

Jadi, pembunuhan sengaja ialah pembunuhan seseorang yang dapat
menghilangkan nyawa orang dengan unsur kesengajaan dari pelakunya. Hal
tesebut dapat dibuktian oleh bukti-bukti yang telah diteragkan dalam undang-
undang. Akibat dari perbuatan tersebut pelaku diancam dengan hukuman
penjara dan denda.

Di dalam suatu tindakan ataupun perbuatan pasti mempunyai unsur-
unsur yang menyertai. Keberadaan unsur-unsur ini sangat penting agar Kita

dapat menentukan apakah suatu perbuatan itu dapat disebut sebagai tindak

% Andi Hamzah, ..., him 134
29 Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, ..., him 56-70
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pidana atau tidak. Menurut Simmons, unsur-unsur dari tindak pidana di dalam

hukum pidana itu adalah:

1)
2)
3)
4)

Diancam dengan pidana oleh hukum.
Bertentangan dengan hukum.
Dilakukan oleh orang yang bersalah.

Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.*

Sedangkan menurut Prof. Moljatno unsur-unsur yang lahir dari suatu

perbuatan adalah:

1)
2)

3)

4)

5)

Kelakuan dan akibat

Hal ikhwal keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
contohnya dalam kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara.
jika tidak ada pejabat negara maka tidak ada pula kejahatan
pejabat negara.

Unsur-unsur yang memberatkan pidana. contohnya seperti
penganiayaan. Menurut pasal 351 ayat 2 KUHP diancam dengan
pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan tapi jika
penganiayaan tersebut menimbulkan luka-luka berat maka akan
diancam pidana penjara lima tahun.

Sifat melawan hukum dilihat dari perbuatan atau objektif artinya
perbuatannya sendiri sudah mencerminkan perbuatan melawan
hukum tanpa harus dijelaskan lagi atau dibuat unsur-unsur lagi.
Sifat melawan hukum dilihat dari pelakunya atau objeknya.
dalam hal ini yang dimaksud adalah niat atau maksud dari si

pelaku.

3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

Sanksi pidana dapat merampas nyawa manusia, kebebasan maupun harta

benda yang dimiliki oleh subjek hukum. Sementara sanksi keperdataan biasanya

% Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004) him. 88



18

berupa ganti kerugian, biaya dan bunga, begitu juaga dengan sanksi administrasi
berupa pencabutan izin maupun denda. Karaketeristik yang khas menjadikan
hukum pidana dipandang memiliki watak yang keras dan kejam. Sifar keras dan
kejam sanksi pidana menimbulkan kontradiksi dan paradoksi artinya (hukum)
pidana itu tidak disukai atau dibenci oleh karena itu diusahakan untuk
dihindarkan atau tidak dipergunakan akan tetapi di sisi lain, justru digunakan.
Sifat kontradiktif dan paradoksal terus berjalan selama pembentukan Undang-
undang meyakini bahwa untuk menegakan hukum perlu ditetapkan sanksi
sebagai penjamin agar ketentuan yang dibuat efektif.**

Penetapan sanksi pidana secara teoritis dimulai dengan penetapan
perbuatan yang dilarang karena dianggab merugikan kepentingan hukum atau
kriminalisasi. Jika proses kriminalisasi atas perbuatan tersebut telah selesai,
pembentukan undang-undang kemudain dihadapkan kepada sekian banyak
alternatif untuk melindungi kepentingan hukum yang diatur tersebut malui
sanksi hukum yang diancam kepada pelanggaran.

Menurut Soedarto, dalam kedua hal tersebut terdapat hal yang perlu
dipisahkan, kriminalisasi merupakan proses penetapan perbuatan untuk
dinyatakan sebagai terlarang, akan tetapi sepanjang menyangkut jenis sanksi
yang akan diancam maupun yang akan dijatuhkan, merupakan wilayah
penegakan hukum.*

Pembunuhan oleh pasal 338 dirumuskan sebagai dengan sengaja
menghilangkan nyawa orang yang diancam dengan maksimum hukuman lima
belas tahun penjara. Ini adalah suatu perumusan secara material, yaitu secara
mengakibatkan sesuatu tentang ttanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak
pidana. Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa

menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan

3L Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana,(Jakarta: Sinar Grafika, 2015), him
10.

%2 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni Bandung, 1981), him
106
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sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam
makanan, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang
berwajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi.*®

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) juga termasuk
mengenai sanksi atau ancaman pidana bagi pelaku kejahatan dan pelanggaran.
Adapun pidana yang dijelaskan pada Bab Il pasal 10:

pidana terdiri atas: a. pidana pokok; 1) pidana mati, 2) pidana penjara,
3) pidana kurungan, 4) pidana denda, 5) pidana denda, 5) pidana
tutupan, b. pidana tambahan; 1) panjatuha hak-hak tertentu, 2)
perampasan barang-barang tertentu, 3 )pengumuman putusan hakim.*

Kejahatan terhadap jiwa orang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana terdapat pada pasal 338 sampai dengan 350. Pasal-pasal tersebut
mengatur tentang delik-delik materiil, dalam hal pembunuhan yang berakibat
matinya seseorang atau hilangnya nyawa orang.*> Adapun jenis pembunuhan
dan sanksinya yang diatur didalam KUHP sebagaimana yang telah dijelaskan

diatas yakni pada pasal 338-350 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
4. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif saat ini
menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas.
Pertanggungjawaban pidana sendiri merupakan bentuk perbuatan dari pelaku
tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Roeslan Saleh
menyatakan bahwa:

Dalam berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat
dilepaskan dari satu aspek yang harus dilihat dengan pandangan-
pandangan falsafah. satu diantaranya adalah keadilah, sehingga
pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan

% Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, (Bandung: PT
Rafika Aditama, 2003) , him 67- 68

% Andi Hamzah, KUHP & KUHAP;Edisi Revisi, ....., him 6
% pipit Syarifah, Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2000), him 111
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kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum
pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.*

Unsur dari pertanggungjawaban pidana bagi seseorang adalah:

a. Melakukan perbuatan pidana;

b. Mampu bertanggungjawab;

c. Adanya unsur kesengajaan atau kealpaan;

d. Tidak ada alasan pemaaf.’’

Kaitanya dengan pidana pembunuhan dalam penelitian ini, dimana
seseorang dapat dikatakan mampu untuk bertanggungjawab atau tidak apabila
unsur-unsur pertanggungjawaban diatas telah terpenuhi seluruhnya. Seseorang
yang melakukan tindak pidana pembunuhan atas kehendaknya sendiri dan bukan
karena paksaan, maka ia dapat diminta pertanggungjawaban hukum berdasarkan
ketentuan perundang-undangan dan tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan

pembenar.
5. Ketentuan Pemaaf

Doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidananya si pelaku tersebut
dibedakan dan dikelompokan menjadi dua dasar yaitu pertama alasan pemaaf
(schuiduitsluitingsgronden), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri
orangnya, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat,
dan yang kedua dasar pembenar (rechtsvaardingingsgronden), yang bersifat
objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si
pembuat. Pada umumnya, pakar hukum memasukkan kedalam dasar pemaaf
yaitu sebagai berikut:

a. Ketidakmampuan bertanggungjawab;
b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas;

c. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikat baik.

% Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1982), him 10

3" Ibid,. HIm 75-76
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Sementara itu, yang selebihnya masuk ke dalam dasar pembenar yaitu:

Adanya daya paksa;

- &

Adanya pembelaan terpaksa;

o

Sebab menjalankan perintah undang-undang;

o

sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.
Dengan adanya alasan pembenar dan pemaaf ini, meskipun perbuatan
seseorang itu telah memenuhi syarat dan memenuhi isi rumusan undang-undang
mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum, akan tetapi yang bersangkutan
tidak dihukum (dipidana). Alasan pembenar dan pemaaf adalah merupakan
pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah
dilakukannya. Sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari
ancaman hukuman.®

Berdasarkan pada Undang-undang No. 22 Tahun 2000 Jo Udang-undang
No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi dirumuskan bahwa grasi adalah bentuk
pengampunan berupa perubahan, peringatan, pengurangan atau penghapusan
pelaksanaan pidana kepada pelaku pidana yang diberikan oleh presiden. Dalam
hal ini yang dimaksud pelaku pidana adalah seseorag yang oleh keputusan
hakim pengadilan dipidana dengan keputusannya telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.*®

Pemberian grasi sebagai bentuk meringankan sanksi hukuman terpidana
yang telah ditetapkan oleh keputusan hakim pengadilan. Grasi pada awalnya
adalah pemberian atas kemurahan hati raja atau kekuasaan mutlak yang
dimilikinya, namun seiring berkembangnya jaman grasi tidak lagi berbentuk

seperti itu karena hak istimewa telah diberikan kepada pemerintah dan disini

% M. Hamdan, Alasan Penghapusan Pidana Teori Dan Studi Kasus, (Bandung: Pt.
Refika Aditama, 2012),him 31

% Priyanto, Hukum Acara Pidana Indonesia,(Yogyakarta: Ombak, 2012),him 138
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menjadi tanggungjawab kepala Negara atau ditangan presiden dalam sistem
pemerintahan presidensiil.*°

Pemberian grasi oleh presiden bukan merupakan bentuk dari perbaikan
bagi pelaku tindak pidana kejahatan.Selain itu, pemberian grasi juga bukan
merupakan bentuk penghapusan kesalahan dan atau melawan hukum yang telah
dilakukan oleh terpidana, hingga suatu saat pelaku dikhawatirkan akan
melakukan perbuatan yang sama (residovis) dijadikan bahan pertimbangan

dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh hakim pengadilan.*
B. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Hukum pidana Islam sering disebut dalam figih dengan istilah jinayah
atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana.
Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah
diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat jana’ala
gaumihi jinayatan artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata
jana juga berarti “memetik”, seperti dalam kalimat jana as-samarat, berarti
“memetik buah dari pohonnya”. Orang yang berbuat jahat disebut jani dan
orang yang dikenai perbuatan tersebut mujna alaih. Demikian pula menurut
Imam al-San’any bahwa al-jinayah itu jamak dari kata “jinayah” masdar dari

“jana” (dia mengerjakan kejahatan/kriminal).42

%0 | estaluhu, Eksitensi Grasi Dalam Hukum Pidana Nasional Legal Pluralism,Volum 7
N Dipublikasikan Di Kayum, 2017, him 136

* Asih Pusposari, Pemberian Grasi Dan Maaf Dalam Bingkai Kajian Teoritis Tindak
Pidana Pembunuhan (Studi Komparantif Hukum Positif Dan Hukum Islam), Vol 5, Nomor
1,(Surakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Surakart, 2020) hlm 77

%2 Marsaid, Al-Figih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana
Dalam Hukum Islam, (Palembang: CV. Amanah, 2020), HIm 53



23

Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut S5 berasal dari kata J yang
sinonimnya <wi*® yang artinya memarikan. Secara bahasa jinaayaat yang
merupakan bentuk jamak dari jinayah berasal dari kata 4ia 433 ¢33 i | yang
berarti menyeret kepada dosa atau kejahatan. kata tersebut dijamakkan sekalipun
berbentuk masdar, karena berbeda-beda macamnya. Sebab kejahatan itu
terkadang terjadi terhadap jiwa, terkadang terhadap angota badan, terkadang
disengaja, dan terkadang tanpa sengaja.** Adapun dalam surah Al-Maaidah ayat

45 menjelaskan:
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“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat)
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung
dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka
(pun) ada Qishashnya. Barang siapa yang melepaskan (hak gishash) nya,
Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa
tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka
mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Maaidah [5]:45).%

Dalam istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang
mengutip pendapat Syarbini Khatib, bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang
menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Kemudian menurut Abdul

Qadir Audah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan

* Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him
137

* Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, Panduan Figih Lengkap, (Bogor: Pustaka
Ibnu Katsir, 2006),him 203

*> Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahan Edisi Penyempurna, (Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), him 155
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kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan
sebab perbuatan manusia yang lain.*

Pengertian pembunuhan menurut Zainuddin Ali adalah suatu aktivitas
yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan
seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.*’

Para ulama mendefenisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan
manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Ulama Malikiyyah membagikan
pembunuhan menjadi dua bagaian yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan
yang tidak sengaja.*® Jarimah-jarimah pembunuhan tersebut dijelaskan dalam

Al-quran surah An-Nisa’ ayat 92 dan 93 yaitu:
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Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin
(yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa
membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia
memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar
diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika
mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum
(kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka

*® Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ....,hlm 137
4" Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him 24

*® Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah,(Bandung:
CV. Pustaka Setia, 2013), HIm 274
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(hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang
beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si
pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat
dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana.(QS. An-Nisa’[4] 92).%
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Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja
Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka
kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar
baginya. (QS. An-Nisa’[4] 93).%°

Menurut pendapat mazhab malik pembunuhan sengaja adalah perbuatan
dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang
dianiaya, baik penganiayaan itu bermaksut untuk membunuh atau tidak.
Sedangkan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan

kematian yang tidak disertal niat penganiayaan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

a. Pembunuhan Disengaja (wes! Jsilf)

Pembunuhan disengaja adalah perbuatan yang bisa merenggut jiwa yang
disertai dengan niat membunuhan. Artinya kesengajaan perbuatan yang bisa
merenggut jiwa seseorang tidak cukup dijadikan patokan bahwa pelaku
dianggap membunuh secara sengaja tetapi haruslah ada niat dari pelaku untuk
membunuh.

Menurut Wahbah Zuhaili, pembunuhan sengaja adalah melakukan
tindakan melampaui batas dan penganiayaan terhadap seseorang yang memang

orang itu adalah yang dimaksudkan dan diinginkan sebagai sasaran tindakan itu,

* Kementrian Agama, Al-Quran Dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan, (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), him. 125

%0 Ibid., him 125
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dengan menggunakan sesuatu yang biasanya mematikan. Sedangkan menurut
Sayid Sabiq, pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana seorang
mukalaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya,
dengan menggunkan alat yang menurut dugaan kuat dapat membunuh.>*

Dapat diketahui bahwa unsur-unsur pembunuhan sengaja itu ada tiga

macam, yaitu sebagai berikut:

1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup
Salah satu unsur dari pembunuhan sengaja adalah korban harus berupa
manusia yang hidup. Dengan demikian apabila korban bukan manusia atau
manusia tetapi ia sudah meninggal lebih dahulu maka pelaku bisa dibebaskan

dari hukuman gisahash atau dari hukuman-hukuman yang lain.

2) Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku
Antara perbuatan dan kematian terhadap hubungan sebagai akibat. Yaitu
bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan
oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut putus, artinya kematian disebabkan oleh

hal lain, maka pelaku itu dianggap sebagai pembunuhan sengaja.

3) Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian
pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila dalam diri
pelaku terdapat niat untuk membunuh korban, bukan hanya kesengajaan dalam
perbuatannya saja. Niat untuk membunuh inilah yang membedakan antara

pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja.
Jadi dapat disimpulkan dari uraian diatas, bahwa pembunuhan sengaja
adalah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan yang pasti, yaitu

pelaku ingin membunuh secara sengaja dengan niat yang jelas.

51 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,.., him 139
%2 |pid,.. him 140-141
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b. Pembunuhan Menyerupai Sengaja (e 4 it

Pembunuhan menyerupai sengaja, dari satu sisi bisa dikatagorikan
sebagai pembunuhan yang sengaja karena pelakunya dengan sengaja melakukan
perbuatan terhadap seseorang yang menjadi korban. Namun, dari lain sisi,
pembunuhan menyerupai sengaja juga bisa dikatakan sebagai pembunuhan yang
tidak sengaja, karena alat yang digunakan tidak mematika. Menurut Abdul
Qadir Audah, pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di
mana si pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan
atau benda lain yang mengakibatkan kematian.

Menurut Hanabilah, pengertian pembunuah menyerupai sengaja adalah
sebagai berikut:

pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan

perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada galibnya tidak akan

mematikan, namun kenyatakan korban mati karenanya.
Dari pengertian yang telah dikemukakan diatas, dapat diambil

kesimpulan bahwa dalam pembunuhan menyerupai sengaja, perbuatan memang
dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk
membunuh korban. Sebagai bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut

dapat dilihat dari alat yang digunakan.”
c. Pembunuhan karena kesalahan (las1 fa1)

pembunuhan ini dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain akan
tetapi tidak berniat sama sekali untuk mencedrai orang tersebut, karena yang
dituju adalah makhluk lain.>*

Dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur

kesengajaan untuk melakukan perbuatan, dan tindak pidana pembunuhan terjadi

%3 Ibid,..., hlm 142

> Muhammad Amin Suma, Pidana Islam Di Indonesia, Prospek Dan Tantangan,
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), him 96
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karena kurang hati-hati ataupun karena kelalaian pelaku. Dalam hal ini pelaku
tetap dipersalahkan, karena ia lalai atau kurang hati-hati sehingga
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.>

Dalam penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pembunhan karena
kesalahan adalah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan unsur tidak
ada kesengajaan. Pembunuhan tersebut terjadi karena kelalaian pelaku yang
tidak berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya sehingga aktivitas pelaku dapat

menghilangkan nyawa orang lain.

3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

a. Hukuman Pembunuhan Sengaja (« Jxa")

Dalam pembunuhan sengaja, sanksinya adalah hukuman qishash.

Sebagaimana sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Bagarah ayat 178:
P
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“hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gishaash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan
wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pema’afan dari
saudaranya, hendaklah (yang mema’aftkan) mengikuti dengan cara
yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diyat)
kepada yang memberikan ma’af dengan cara yang baik (pula). yang
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.
Barangsiap yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang
sangat pedih”.*®

%5 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,.., him 144

*® Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari 3, (Jakarta: Pustka
Azzam, 2008), him 18
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Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang membunuh wajib
di gishash namun bila pelaku tersebut mendapatkan pemaafan dari pihak
keluarga korban, maka pelaku harus membayar diyat kepada keluarga korban.

Hukuman gishash bisa saja tidak dilakuakan apabila tidak memenuhi
syarat-syarat maupun mendapatkan maaf dari keluarga korban. Hukuman
penggantinya adalah dengan membayar diyat mughalladzah, yaitu berupa
membayar unta kepada korban. pembagian pemberian diyat kepada keluarga
korban menurut hadits, dibagi menjadi 3 kelompok yaitu tiga puluh ekor unta
higgah (umur 3-4 tahun), tiga puluh ekor unta jadza 'ah (umur 4-5 tahun), dan

empat puluh ekor unta khalifah (sedang hamil).
b. Hukuman Pembunuahan Menyerupai Sengaja (4 aw Jailt)

pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum pidana Islam diancam
dengan beberapa hukuman, sebagian hukuman pokok, hukuman pengganti, dan
sebagian lagi hukuman tambahan.

Pembunuhan menyerupai sengaja dijatuhkan diyat mughalladzah. Hal ini
didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa’i Ibn Majah
dari Abdullah Ibn Amr Ibn Ash, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

= /}J « 1o /aE a- = [ o~ o . . (1.4 - é (7
51 G & O30T ke b Y e Blo sl i § U 3 Oy Y

“Ingatlah sesungguhnya diyat kekeliruan dan menyerupai sengaja yaitu

pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta,

diantaranya empat puluh ekor yan ada di dalam perutnya ada anaknya

(sedang hamil)”.>’

Diyat pembunuhan menyerupai sengaja Yyaitu sama dengan diyat
pembunuhan sengaja, baik dalam jenis, kadar, maupun pemberatan. hanya saja

keduanya berbeda dalam hal penanggung jawab dan waktu pembayaran. Dalam

> Tim Penyusun, Ensiklopedia Hadits 8; Sunan lbdu Majah, (Jakarta: Penerbit
Almahirah, 2013), him 473
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pembunuhan sengaja, pembayaran dyatnya dibebankan kepada pelaku dan harus
dibayar tunai. Sedangkan diyat untuk pembunuhan menyerupai sengaja
dibebankan kepada agillah (keluarga), dan pembayarannya dapat diangsur
dalam waktu tiga tahun.*®Dari hadits tersebut bisa kita pahami bahwa sanksi
pidana pembunuhan menyerupai sengaja adlah berupa diyat mughalladzah, yaitu
dengan membayar unta kepada pihak keluarga korban sebanyak 100 ekor unta,
40 ekor diantaranya adalah betina yang sedang hamil.

c. Hukuman Pembunuhan Karena Kesalahan (3 J:)

Sanksi pembunuhan karena kesalahan adalah diyat mukhafaffah, yaitu
diyat yang diperingan. sesuai dengan hadits yang telah di ceritakan Amr lIbn

Syu’aib:
%&’j\y”w\h’gx Juc,.u sle Jo dn gy o
O}J‘ﬁa 34&?034%3634%3&8-9»034

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa yang
membunuh seseorang karena kesalahan, dendanya adalah tiga puluh ekor
unta bintamakhad (unta betina yang berusia satu tahun), tiga puluh ekor
unta binlabun (unta betina yang berusia dua tahun), tiga puluh ekor unta
higgah dan sepuluh unta bani lama (unta jantan yang berusia dua
tahun)”.

Hadits diatas menerangkan sanksi dari pembunuhan yang dilakukan
dengan adanya kesalahan oleh pelaku sehingga orang lain terbunuh. Jadi sanksi
pembunuhan karena kesalahan adalah 30 ekor unta betina berusia 1 tahun, 30
ekor unta betina berusia 2 tahun, 30 ekor unta betina berusia 3 tahun, dan 10
ekor unta janta berusia 2 tahun.

4. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan
Pertangguangjawaban pidana dalam hukum islam adalah pembebanan
seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang
dikerjakannya (unsur objek) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut

%8 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,.., him 175
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mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (unsur subyektif). Perbedaan
tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum
syara’, baik yang dilarang untuk dikerjakan maupun dilarang untuk
meninggalkan. Perbedaan tersebut juga karena keinginan dari seseorang yang
timbul karena kehendaknya, bukan karena paksaan dari orang lain. Seperti yang
dijelaskan oleh EIfi Murdiana, bahwa dalam syarat (hukum) Islam
pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal, yakni:*°

a. Adanya perbuatan yang dilarang

b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauannya sendiri

c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Prinsif yang mendasar yang ditetapkan oleh hukum Islam adalah segala
sesuatu yang tidak diharamkan maka hukumnya menjadi boleh untuk
dikerjakan. Adapun perbuatan yang dikerjakan sebelum pengharapan maka ia
termasuk dalam katagori pemaaf. hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku
harus memiliki pengetahuan dan pilihan, karenanya sangat alamiah manakala
seseorang memang menjadi objek dari pertanggungjawaban pidana, karena pada
seseorang memiliki kedua hal tersebut. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam
hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal artinya
seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang dilakukan. oleh
sebab itu ada suatu faktor yang seharusnya menjadi alasan untuk dapat
dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Faktor atau sebab, merupakan
sesuatu yang dijadikan oleh syara’ sebagai tanda atas musabab (hasil/efek)

dimana keberadaan musabab dipertautkan dengan adanya sebab.

5. Ketentuan Pemaaf
Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara sepesifik tentang siapakah

orang yang berhak memberikan maaf terhadap pelaku tindak pidana yang

% Elfa Murdiana, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Persepektif Hukum Islam Dan
Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Al-Mawarid, Vol. Xii,
No. 1, (Feb-Agust:2012).
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diancam dengan hukuman mati atau gishash sebagai mana yang telah dijelaskan
secara sepesifik dalam hukum positif serta bagaimana mekanismenya. Akan
tetapi, berdasarkan surah Al-Bagarah ayat 178 dapat kita uraikan bahwa orang
yang berhak memberikan maaf atau pengampunan terhadap terpidana mati
(gishash) ialah ahli waris/keluarga korban. Ahli waris korban bisa saja
mengambil langkah untuk memaafkan secara keseluruhan atau memaafkan
dengan membayar diyat dan atau justru sepakat untuk di gishash.®

Imam Qurthubi berkata, “tidak ada yang berbeda pendapat bahwa hak
gishash itu hanya dimiliki oleh para pewaris korban. Merekalah pihak yang
diperbolehkan untuk menentukan pelaksanaan gishash atau sanksi-sanksi yang
lain. Hal ini karena Allah Swt meminta seluruh umat muslim untuk
memberlakukan gishash. Tetapi, seluruh umat muslim tidak mugkin untuk
melakukan hal itu pada satu waktu. Karena itu, umat muslim memilih pihak
yang berkuasa untuk mewakilkan mereka dalam pemberlakukan gishash dan
semua sanksi yang berkaitan dengan hak-hak Allah Swt.*

Alasan pemaaf dalam hukum Islam bisa juga diartikan dengan
gugurtnya/hapusnya hukuman (asbab raf’ al uqubah). Yaitu tidak
mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada
alasanya vyaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak
memungkinkan dilaksanakanya hukum, ia - dibebaskan dari hukuman.
pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan hapus karena ada kaitannya
dengan perbuatan yang terjadi atau kaitannya dengan hal-hal yang terjadi
menurut keadaan si pelaku. Dalam keadaan yang pertama adalah perbuatan yang
dilakukan itu merupakan yang terlarang namun si pelaku tidak dapat diberikan
hukuman karena ada satu keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari

hukuman. Sebab-sebab hapusnya hukuman, yaitu:

8 Asih Pusposari, Pemberian Grasi Dan Maaf Dalam Bingkai Kajian Teoritis Tindak
Pidana Pembunuhan (Studi Komparantif Hukum Positif Dan Hukum Islam),... him 80

' Munajar, Makhrus, Hukum Pidana Islam Di Indonedia, (Yohyakarta: Teras, 2009),
him 175



33

a. Paksaan (Al-lkrah)

Paksaan adalah suatu perbuatan yang timbul dari orang yang dipaksa
dalam suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk sesuatu yang dimintakan
kepadanya.

b. Mabuk (Al-Sukru)

Secara umum yang dimaksud dengan mabuk adalah hilangnya akal
sebagai akibat minum minuman keras atau khamr.

c. Gila (Al-junun)

Gila memiliki pengertian hilangnya akal, rusak atau lemah.

d. Dungu (Al- ‘Thtu)

Menurut Abdul Qadir Audah, dungu adalah orang yang minim
pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pikirannya, baik
hal itu bawaan dari lahir atau timbul karena suatu penyakit.

e. Dibawah umur (Shigra Assinni)

Maksudnya adalah orang yang belum balligh.”* M. Quraish Shihab
berpendapat bahwa dalam kata kitab tafsirnya bahwa kata ‘awf diartikan sebagai
kata “maaf”, dengan kata lain ialah “menghapus”.®® Menurut M. Qurais Shihab,
memaafkan artinya ia telah menghapus kesalahan serta bekas luka yang ada
dalam hatinya dikarenakan perbuatan yang telah dilakukan orang lain kepada
dirinya. sama halna dengan lbnu Katsir yang berpendapat dalam kitab tafsirnya
bahwa kata awf dimaknai dengan memaafkan kesalahan orang lain sehingga
tidak ada sama sekaliniat dalam dirinya dengan membahas perbuatan orang

yang telah menyakitinya.®*

%2 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ Al- Jina'i Al-1slami, hlm 562

8 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Jilid
5,(Jakarta: Lentera Hati, 2002), him 207

® Ismail Bin Khatsir, Tafsir Ibnu Katsir Terj. Abdul Gaffar, Et.Al., (Bogor: Pustaka
Imam Asy-Syafi’i, 2004) him 142



BAB TIGA
ANALISA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
BATANG PN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BTG
TENTANG PEMBUNUHAN ANAK KANDUNG DALAM

HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Kandung

Di dalam hukum positif, tindak pidana pembunuhan anak telah diatur

dalam kitab udang-undang hukum pidana (KUHP) dan peraturan perundang-

undangn lainnya.

1. Pembunuhan anak biasa (kinderdoodslag) pada pasal 341 KUHP yang

berbunyikan:

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada
dasarnya anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja
merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri,

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.®®

Melihat dari isi pasal, maka unsur-unsur yang terdapat pada tindak

pidana di atas adalah:

a) dilakukan dengan sengaja, dengan penuh kesadaran dan tahu akan
akibat dari perbuatanya;

b) Oleh ibu kepada anaknya;

c) Pada waktu sedang atau tidak lama setelah dilahirkan;

d) Anaknya merupakan anak kandung.

e) Motifnya adalah takut akan diketahui oleh orang lain mengenai

keberadaan anak tersebut.

. Pembunuhan anak berencana (kindermoord) pada pasal 342 KUHP yang

berbunyikan:

“Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena
takut akan ketahuan bahkan akan melahirkan anak, pada saat anak

135

® Andi Hamzah, KUHP & KUHAP: Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), him
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dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam

karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan

pidana penjara paling lama sembilan tahun”.%

pembunuhan anak berencana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a) Dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
Indikasinya adalah adanya tenggang waktu yang cukup untuk dapat
memberikan kembali;

b) Oleh ibu kepada anaknya;

c) Anak itu merupakan anak kandungnya sendiri;

d) Pada saat sedang atau tidak lama setelah dilahirkan;

e) Bermotif takut diketahui akan keberadaan anak yang baru dilahirkan.

Pada unsur “pada saat sedang melahirkan” diartikan oleh Van Bemmelen
sejak sang ibu mulai merasakan akan segera melahirkan anak sedangkan unsur
“tidak lama setelah dilahirkan™ diartikan waktu itu berhenti ketika sang ibu
mulai memutuskan untuk memelihara anaknya.®’

3. pembunuhan anak yang disertai atau didahului dengan kekerasan,

ancaman kekerasan, atau penganiayaan terdapat pada pasal 351 ayat 3

(KUHP) yang berbunyikan:

“Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh
tahun”.

Pada bentuk pembunuhan ini dapat dilihat bahwa penganiayaan yang
dilakukan pada dasarnya untuk menyakiti korban bukan untuk mengakibatkan
kematian pada korban. Hal inilah yang membedakan dengan pembunuhan.
Walaupun pada akhirnya keduanya mengakibatkan kematiaan orang lain. Tapi
pada pembunuhan, tujuannya adalah untuk menghilangkan nyawa sedangkan

dalam penganiayaan tujuannya adalah hanya menyakiti orang lain.

®Andi Hamzah, KUHP & KUHAP: Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), him
135

® Wirjono Prodjodikoro, Tidak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, (Bandung: PT
Refika Aditama, 2003), him 71
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Selain diatur dalam KUHP pembunuhan anak juga diatur dalam Undang-
undang Perlindungan Anak yang mana didalamnya terdapat penjelasan tentang
perlindungan terhadap anak. Pada pasal 80 ayat 3 Undang-undang Nomor 35
tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pembunuhan terhadap anak
adalah hilangnya nyawa anak yang sebelumnya disertai dengan kekejaman,
kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud

dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat,
maka pelaku dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, mka
pelaku dipidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan
penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Dapat kita lihat dari pasal di atas, terutama ayat 3 dan 4 dimana unsur-

unsurnya adalah:
a) Hilangnya nyawa;
b) Disertai dengan kejahatan, kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan
atau penganiayaan;
c) Kepada anak, dimana anak tersebut belum berusia 18 tahun, termasuk
yang berada di dalam kandungan;
d) Pelakunya adalah orang tua dari anak tersebut (orang tua kandung);

e) Tanpa mengetahiumotif dari tindakan tersebut.
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Hal yang sama dicantumkan pada pasal 44 Undang-undang Nomor 23
tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT)
yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup
rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 huruf a dipidana
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud apada ayat (1)
mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana
dengan ~pidana penjara 10 tahun atau denda paling banyak
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara 15 tahun
atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).®®

dimana unsur yang terdapat pada pasal diatas adalah:

a) Didahului atau disertai dengan kekerasan atau penganiayaan.

b) korban adalah orang yang termasuk dalam lingkup keluarga (termasuk
anak).

¢) hilangnya nyawa.

d) pelaku orang yang juga termasuk ke dalam lingkup rumah tangga.
B. Kronologi Perkara

Banyak sekali kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung sendiri pada
saat ini, yang mana pelakunya tidak lain adalah terdakwa yang berindisial NS
alias (Anak) yang membunuh anak kandungnya dengan cara menutup wajah
anaknya sampai tidak bernapas dengan dua bantal, dalam putusan terdakwa
terbukti melakukan tindak pembunuhan anak yang melanggar pasal 80 ayat 3
dan ayat 4 Jo.

%8 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) him. 109
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Bahwa ia NS, pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul
09.50 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam
bulan Februari 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertepatan
didalam kamar rumah saksi Waryatul yang beralamat di Dusun Gondang
RT.02/RW.04 Desa Gondang Kecamatan Subah Kabupaten Batang, atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Batang yang berhak memeriksa dan mengadili
perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau
turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan matinya
anak, perbutan tersebut dilakukan oleh orang tuanya.®® Berikut ini kronologi

perkaranya :

Bahwa NS yang sudah menikah dengan seorang pria yang bernama
Ahmad Khoirul Mubin telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad
Adya Surya yang berusia sekitar 2 tahun 5 bulan yang dalam surat dakwaan ini
disebut anak korban, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari NS dan anak
korban tinggal bersama dengan anak korban tersebut NS telah menjalani
hubungan dekat dengan seorang laki-laki yaitu saksi Khabib Alwi hingga
akhirnya saksi Khabib Alwi mengutarakan ingin menjalin hubungan yang lebih
serius dengan NS, akan tetapi NS tidak pernah mengatakan kepada saksi khabib
Alwi bahwa sebenarnya NS sudah menikah dan memiliki anak. Namun pada
akhirnya saksi Khabib Alwi mengetahui. mertuanya yaitu saksi Waryatul
sedangkan suaminya bekerja di Malaysia, selanjutnya dalam kurun waktu
sekitar 2 (dua) bulan sebelum peristiwa yang dialami oleh NS sudah berkeluarga
serta sudah memiliki seorang anak sehingga menyebabkan ada permasalahan
antara hubungan NS dengan saksi Khabib Alwi, selain itu NS juga ada
permasalahan dengan mertuanya vyaitu saksi Waryatul, hal tersebut

menyebabkan NS menjadi lebih sensitif dan sering marah-marah.

% pytusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG,. him 3
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Pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 WIB
timbul niat NS untuk mengakhiri hidup anak korban, yang selanjutnya NS
mengambil cangkul dan menggali tanah untuk membuat lubang di belakang
rumah, tetapi karena tidak tega kemudian NS menutup kembali lubang tersebut,
Kemudian NS anak menemui anak Korban yang sedang bermain, kemudian
memandikan, dan menyuapkan makan, hingga akhirnya NS menidurkan anak
korban di dalam kamar dan setelah anak korban terlelap tidur sekitar pukul
09.50 WIB anak kemudian -mengambil 2 (dua) buah bantal yang kemudian
menumpuknya menjadi satu dan selanjutnya dengan menggunakan bantal
tersebut NS membekap wajah anak korban sambil menekan dengan sekuat
tenaga dengan kedua tangannya sehingga anak korban tidak bergerak -lagi,
kemudian' NS membuka bantal tersebut dan menggoyang- goyangkan badan
anak korban dan ternyata sudah tidak bergerak lagi, setelah itu NS memastikan
apakah anak korban sudah meninggal dunia dengan cara mengecek denyut nadi
pada leher anak korban, setelah mengetahui anak korban meninggal dunia NS
menjadi bingung dan menangis, kemudian anak menyelimuti tubuh anak korban,
kemudian NS pergi keluar rumah dan kembali pada pukul 16.00 WIB anak

pulang kembali kerumah dan tidur bersama anak korban.”

Beberapa saat kemudian saksi Kasmusiam datang kerumah saksi
Waryatun setelah mendapatkan jawaban dari NS yang mengatakan bahwa anak
korban sedang bersama dengan NS di Batang, dan saat itu saksi Kasmusiam
berinisiatif untuk masuk ke dalam kamar NS, kemudian saksi Kustiyan Alias
Sikus mencari linggis untuk membuka pintu kamar NS yang bergembok, setelah
berhasil terbuka kemudian saksi Kasmusiam masuk kedalam kamar dan melihat

anak korban tidur berselimut dan setelah dipegang badannya ternyata sudah

" 1bid., him 4
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dingin dan tak bernyawa lagi dari situlah baru ketahuan anak korban meninggal

dunia.”

Berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor: VER / 09 / Il / 2018 /
Bidokkes tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.
Istigomah,Sp. KF, SH., MH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang
dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokonya menyebutkan berdasarkan
fakta-fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan jenazah tersebut telah
diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia antara dua sampai tiga tahun warna
kulit sawo matang, rambut hitam, lurus, pendek, ditribusi merata. Dari hasil
pemeriksaan ditemukan luka memar pada bibir bagian dalam, hidung dan
kelopak mata, luka lecet pada dada, anggota gerak atas. Ditemukan tanda
pembusukan dan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah bekap yang
menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan dua puluh empat jam

sampai empat puluh delapan jam sebelum pemeriksaan dilakukan."

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah

menjatuhkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kustiyah Alias Sikus Binti Rasdi (kak ipar) dibawah sumpah pada
pokonya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal anak, karena NS adalah adik ipar saksi;

- Bahwa benar NS sudah menikah secara siri dengan adik kandung saksi
yaitu Sdr.Ahmad Khairul Mubin;

- Bahwa dari perkawinan tersebut NS sudah memiliki seorang anak laki-
laki bernama Ahmad Adya Surya;

- Bahwa saksi mengetahui kalau anak korban yaitu Ahmad Adya Surya
meninggal dunia yaitu awalnya saat hari minggu tanggal 11 Februari

2018 sekitar jam 09.00 WIB saksi mengunjungi orang tuanya yaitu saksi

" bid., him 5
2 1pid., him 6
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Waryatun yang serumah dengan anak yang alamatnya di Dk. Gondang,
RT.02/RW.04 Ds. Gondang Kec. Subah Kab. Batang;

Bahwa saat di rumah saksi Waryatun tersebut saksi waryatul ada
menceritakan kepada saksi kalau NS ada menggali lubang didekat dapur,
tapi saksi tidak tahu untuk apa katanya untuk saluran air;

Bahwa saat ditemukan tersebut anak korban Ahmad Adya Suya sudah
tidak bergerak dan tidak bernapas serta badan sudah dingin;

Bahwa sekitar jam 13.00 WIB NS sampai di rumah dan melihat Anak
korban Ahmad Adya Surya sudah di atas meja dan saat itu anak menjadi
lemas;

Bahwa sebelum kejadian NS tidak memperlihatkan adanya tanda-tanda
aneh misalnya suka marah-marah sendiri atau suka memukul anak
korban;

Bahwa saksi tidak tahu kapan NS dibawa oleh petugas Kepolosian
karena setelah mengetahui kejadian tersebut saksi pingsan tidak sadarkan
diri.

. Waryatun Binti Sarni (ibu mertua) dibawah sumpah yang pada pokoknya
menerangkan:

Bahwa sebelum kejadian saksi pernah melihat NS menggali lubang di
dekat dapur dengan menggunakan cangkul, dan saat saksi menanyakan
kepada NS katanya lubang tersebut untuk saluran air saat hujan, tapi
kemudian lubang tersebut ditutup lagi oleh NS;

Bahwa awal kejadian saksi mengetahui anak korban Ahmad Adya Surya
meninggal dunia adalah saat saksi Kustiyah Alias Sikus yang merupakan
anak kandung saksi berkunjung ke rumah saksi pada hari Minggu
tanggal 11 Februari 2018 sekitar jam 09.00 WIB,;

Bahwa saksi Kustiyah Alias Sikus tersebut datang saksi sedang mencuci,

kemudian saksi menceritakan kepada saksi kustiyah Alias Sikus kalau
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sudah sejak malam minggu saksi tidak mendengar suara anak korban
Ahmad Adya Surya;

Bahwa saat ditemukan anak korban Ahmad Adya Surya badannya sudah
dingin dan sudah tidak bernapas lagi;

Bahwa kemudian saksi Kasmusiam Alias Siyam menggendong anak
korban Ahmad Adya Surya keluar kamar dan mengoles badan anak
korban Ahmad Adya Surya dengan minyak kayu putih supaya hangat,
tapi anak korban Ahmad Adya Surya ternyata sudah meninggal,

Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah melihat NS berperilaku aneh
seperti suka marah-marah tanpa alasan atau suka memukul anaknya.
Kasmusiam Binti Sarmujo dibawah sumpah yang pada pokoknya
menerangkan:

Bahwa saksi mengenal NS, karena anak adalah keponakan saksi;

Bahwa sehari-hari NS tinggal di rumah mertuanya di Dk. Tedunan Ds.
Tedunan Kec. Gringsing Kab. Btang;

Bahwa saksi tidak tahu bagaimana anak membunuh anak korban Ahmad
Adya Surya, karena saksi baru tahu kalau pelaku pembunuhan adalah NS
saat malam hari setelah diketahui anak korban Ahmad Adya Surya
meninggal, dan memberitahu adalah Kepala Desa yang mengatakan saat
dibawa oleh petugas Kepolisian NS telah mengaku membunuh Ahmad
Adya Surya dengan bantal;

Bahwa saksi yang pertama kali masuk dalam kamar dan menemukan
anak korban Ahmad Adya Surya Sudah meninggal;

Bahwa setelah anak sampai di rumah ada datang petugas Kepolisian
Polsek Subah kemudian membawa jenazah anak korban Ahmad Adya
Surya ke puskesmas;

Bahwa saksi tidak tahu kapan NS dibawa oleh petugas Kepolisian;
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Bahwa sehari-hari anak bersikap biasa saja tidak pernah menunjukan
perilaku aneh seperti marah-marah tanpa sebab, dan juga tidak pernah
ada masalah dengan tentangga sekitar.

Khabib Alwi Bin Rasman dibawah sumpah yang pada pokoknya
menerangkan:

Bahwa saksi mengenali NS tapi tidak ada hubungan keluarga dengan
NS;

Bahwa saksi baru mengenal NS sekitar 2 (dua) bulan dari media sosial
facebook;

Bahwa dari perkenalan tersebut saksi sering komunikasi dengan NS;
Bahwa saksi tidak tau kalau ternyata NS sudah punya suami dan juga
anak, karena NS tidak pernah cerita kalau sudah menikah dan punya
anak;

Bahwa dalam akun facebook NS tersebut saksi tidak menemukan ada
foto NS bersama dengan suami dan juga anaknya;

Bahwa saksi pernah bertemu sekali dengan, saat itu saksi bertemu
diTerminal Banyuputih, dan setelah itu tidak pernah terlihat lagi.

Bahwa pada hari minggu (tanggal 11 februari 2018) saksi membuka
laman grub Facebook piguran warga batang dan dari situ ada berita
tentang pembunuh anak, dan saat lihat foto tersebut saksi selihat mirip
dengan wajah NS, dan dari situ saksi baru tahu kalau NS telah
membunuh anaknya, selain itu akhirnya juga saksi tahu kalau anak
punya 2 akun Facebook, pada akun yang satunya itu saksi baru melihat
sendiri ternyata ada foto-foto keluarga NS;

Bahwa saksi membenarkan foto percakapan chatting Whatsapps yang
diperlihatkan dalam berkas perkara tersebut adalah percakapan antara
saksi dan NS;

Bahwa saksi memang berpacaran dengan NS.
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Dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:
Dua buah bantal, satu potong seprai, satu potong jarik warna coklat, sutu potong
bedong bayi wana biru, satu potong kemeja anak warana orange, satu potong
kaos dalam anak warna putih, satu potong celana anak warna biru dongker, satu
buah cangkul, satu buah handphone bertulisan MITO warna putih gold.

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh
fakta-fakta hukum dalam persidangan.

C. Pertimbangan dan Putusan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus melihat beberapa hal yang

dapat dijatuhkam pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara
dengan seadil-adilnya dan setegas-tegasnya. yang mana meliputi:
Dalam kasus ini Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara-perkara
pidana pada tingkat pertama yang diperiksa, telah menjatuhkan putusan
sebagaimana yang telah dilakukan dalam perkara Terdakwa. Nama lengkap Nur
Saskia Wati Alias Anak lahir di Batang pada tanggal 05 Juli 2001 berumur 16
tahun berjenis kelamin perempuan berkebangsaan Indonesia beralamat di DK.
Gondang RT.02/RW.04 Ds. Gondang Kec. Subah Kab. Batang beragama Islam,
Pekerjaan ibu rumah tangga.

Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk
alternatif, yang pertama Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Jo Pasal 76 huruf C
Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang
RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kedua Pasal 338 KUHP.
Kareana dakwaan Penuntut Umum berbentuk atau bersifat alternatif, maka
sesuai dengan Surat Dakwaan Majelis akan memilih salah satu dari 2 (dua)

Dakwaan tersebut, berdasarkan kemungkinan terpenuhnya unsur-unsur dari
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pasal yang di dakwa kan yaitu Pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-undang RI
Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Perlindungan Anak.”

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan
a. Unsur “setiap orang”

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (16) Udang-undang
Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa pengertian
setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini menujukan tentang
subjek pelaku atau siap didakwa melakukan tindak pidana dimaksud,
yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya anak
bernama NS, identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh anak
tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah
didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam
dakwaan diatas.

Banhwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya pengakuan
NS (anak), ternyata identitas anak, sama dengan berkas perkara maupun

surat dakwaan; dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

b. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang
mengakibatkan matinya anak;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah
satu unsur maka unsur yang lain tidak perlu dibutikan lagi. Bahwa
berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35
tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang
berakiat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, pisikis,

seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan

"3 putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 2/pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG; him 26-31
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perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan NS serta
dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan adapun
yang menjadikan sebab perbuatan kekerasan yang NS lakukan pada
awalnya NS mempunyai hubungan dengan saksi Khabib alwi Bin
Rasman mengetahui anak berbohong ternyata telah memiliki suami dan
NS, sehingga antara NS dan saksi Khabib Alwi Bin Rasman terjadi
keributan dan NS menjadi bingung dan mengatakan kepada saksi Kareati
Alias Korep Binti Surjawo belum siap memiliki NS, kemudian NS
pikirannya menjadi binggung;”

Bahwa sebagaimana alat bukti surat yakni hasil Visum Et Repertum
Nomor : VER/09/11/2018/ Biddokkes tanggal 19 Februari 2018 yang
dibuat dan ditandatangani oleh dr. Istiqgomah,Sp. KF, SH., MH dokter
pada rumah sakit Bhayangkara Semarang dengan kesimpulan hasil
pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan berdasarkan fakta-fakta yang
ditemukan pada saat pemeriksaan jenazah tersebut telah diperiksa
jenazah seorang laki-laki berusia antara dua sampai tiga tahun warna
kulit sawo matang, rambut hitam, lurus, pendek, ditribusi merata. Dari
hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka
memar pada bibir bagian dalam, hidung dan kelopak mata, luka lecet
pada dada, anggota gerak atas. Ditemukan tanda pembusukan dan tanda
mati lemas. Sebab kematian adalah bekap yang menyebabkan mati
lemas. Walau kematian diperkirakan dua puluh empat jam sampai empat

puluh delapan jam sebelum pemeriksaan dilakukan.”

™ putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 2/pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG; him27
" putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 2/pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG; him 28
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¢. Unsur yang melakukan penganiayaan tersebut dan terpenuhi

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-undang RI
Nomor 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian dari Orang
Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau
ayah dan/atau ibu angkat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan NS serta
dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa
NS telah menikah secara siri dengan seorang laki-laki bernama Ahmad
Khairul Mubin yang dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki
yang bernama Ahmad Adya Surya yang berumur 2 tahun 5 bulan.
Berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa NS adalah Orang Tua dari anak
korban Ahmad Adya Surya.

Bahwa berdasarkan surat kelahiran Nomor 474.1/76/2015 yang
ditandatangani oleh kepala Desa/Kelurahan Gondang yang menerangkan
bahwa anak laki-laki bernama Ahmad Adya Surya anak dari seorang ibu
bernama Nur Saskia Wati (Anak) istri dari Ahmad Khairul Mubin,
Dengan demikian “unsur yang melakukan penganiayaan tersebut orang
tuanya” telah terbukti.

Bahwa atas rekomendasi dari balai pemasyarakatan klas 1l
pekalongan Majelis Hakim sependapat dengan saran dari Balai
Pemasyarakatan tersebut, penjatuhan pidana penjara dijatuhkan apabila
keadaan dan perbuatan NS akan membahayakan masyarakat, sehingga
Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap NS.

Bahwa oleh karena selama ini NS berada dalam tahanan, dengan
demikian berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, Majelis Hakim
beralasan untuk menetapkan agar NS tetap berada dalam tahanan. Bahwa

dalam perkara ini terhadap NS telah dikenakan penangkapan dan
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penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut

harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.”

2. Hal yang memberatkan dan meringankan

Dalam hal yang memberatkan dan meringankan, dimana hakim melihat

kesaksian-kesaksian saksi dan pengakuan pelaku bahwa ia menerima segala

dakwaan yang diajukan kepadanya bahwa ia benar melakukan hal tersebut.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri NS, makan Hakim perlu

mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

meringankan.

a. Keadaan yang memberatkan

Keadaan yang memberatkan terdakwa ialah perbuatan NS
menyebabkan matinya anak Korban, anak Korban adalah anak kandung
NS sendiri dan perbuatan anak tidah manusiawi.”’

b. Keadaan yang meringankan
Keadaan yang meringankan NS bersikap sopan dalam persidangan,
mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

perbuatannya.

Mengadili

Setelah hakim melihat unsur-unsur yang telah terlaksana dari

perbuatannya tersebut dan hal-hal meringankan dan memberatkan terdakwa

maka hakim mengadili dengan selayaknya.

a. Menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Orang tua yang melakukan kekerasan
terhadap anak yang mengakibatkan matinya anak™;

b. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan berupa

"® pytusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 2/pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG; him 28.
" Ibid.,him 31
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pelatihan kerja pada BLK (Balai Latihan Kerja) Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmingrasi (Dinsosnakertrans) Kab. Batang selama 3
(tiga) bulan;

c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani NS dikurangkan

sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

d. Memerintahkan agar NS tetap berada dalam tahanan;

e. Memerintahkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

f. Membebankan NS untuk membayar biaya perkara sebanyak

Rp3000,- (tiga ribu rupiah);”

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Batang, pada hari senin tanggal 19 Maret 2018, oleh kami,
Budi Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Florence, S.H., M.H. ,
Yustisiantika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 20 Maret
2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
disebut oleh Subagyo, S.H, Panitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang,
serta dihadiri oleh Grahita Fidianto, S.H., Penuntut Umum dan NS di damping
Penasehat Hukum, pembimbing kemasyarakatan dan wali.

D. Analisis Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Batang Menurut
Hukum Pidana Islam

Berdasarkan putusan pengadilan negeri Batang Nomor 2/Pid.Sus-
Anak/2018/PN.Btg, bahwa perbuatan terdakwa Nur Saskia Wati ini merupakan
perbuatan yang masuk dalam katagori jinayah, dimana para ulama menjabarkan
perkataan jinayah yang berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut
syara’. Para ulama menggunakan istilah itu hanya untuk perbuatan-perbuatan
yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan
sebagainya. Ada beberapa istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-

larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman Hudud dan ta’zir.

8 Ibid., him 32



50

Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Nur Saskia Wati merupakan
perbuatan jinayah yang dijatuhkan hukuman gishash yaitu pembunuhan yang
dilakukan oleh orang tua kandung.

Al-qur’an dan Hadits mengharamkan pembunuhan yang dilakukan
dengan sengaja atau sudah ada niat dan tujuannya (pembunuhan sengaja) ini
secara tegas dan termasuk perbuatan yang haram.
unsur-unsur pembunuhan sengaja meliputi:

1) Korban adalah orang yang hidup.
2) Perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian korban.
3) Adanya niat pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Maksud dari korban orang hidup adalah ia bernyawa ketika pembunuhan
itu dilakukan, sekalipun korban dalam keadaan sakit parah. Adapun bayi yang
ada dalam perut ibunya tidak dianggap sebagai manusia hidup yang sempurna.
Maka dari itu, pembunuhan yang dilakukan untuknya dianggap sebagai
pembunuhan bentuk khusus, dan sangsinya pun khusus.

Dimana kita lihat dalam perkara ini bahwa terdakwa Nur Saskia Wati
yang melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya yang baru berusian 2
tahun 5 bulan dikarenakan takut ketahuan oleh pacarnya yang baru ia kenal dan
ia merasa belum ingin memiliki anak. Hal ini dikarenakan Nur Saskia Wati
sudah menikah sirih dengan suaminya dan memiliki anak yang bernama Ahmad
Adya Surya. Dalam pembunuhan yang dilakukan NS, dimana terdakwa
membunuh anak kandungnya seorang laki-laki yang dibekap dengan dua bantal
hingga anak korban meninggal dunia. Kemudian terdakwa menyelimuti anaknya
di kamar anak yang kemudian ditemukan oleh kakak ipar terdakwa.

Berdasarkan rincian penjelasan diatas dimana perbuatan terdakwa Nur
Saksia Wati Alias anak ini telah memenuhi unsur-unsur pembunuhan sengaja
(qatl al-‘amd) yaitu korban adalah orang yang masih hidup. pada perkara ini
anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam kondisi

bernafas dan hidup.
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Selanjutnya unsur perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian anak
korban. Dalam perkara ini bahwa perbuatan terdakwa yang membekap anaknya
dengan dua buah bantal ditumpukan diatas wajah anak sehingga membuat anak
korban tidak bisa bernafas dan meninggal ditempat.

Hukuman bagi pembunuhan sengaja terdapat 3 (tiga) yaitu: hukuman
asal, hukuman pengganti, dan hukuman yang mengikuti. Hukuman asal adalah
gishash. Jika mustahiq al-gishash memaafkan dengan tanpa meminta diyat,
Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi’i dalam sebuh pendapat; maka tidak
wajib bagi pembunuh’ membayar diyat secara paksa. Hanya saja ia boleh
memberinya sebagai ganti dari pemaaf.

Dalam perkara ini, pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh
orang tua kandungnya, orang tua tidak dapat dijatuhkan hukuman gishash. Jika
seorang anak membunuh ayahnya atau ibunya. Dalam hal ini hadtis yang
mengatakan bahwa ayah tidak di jatuhkan hukuman gishash karena membunuh
anaknya, hadits tersebut dilihat sangat lemah atau dha 'if.

Dari serangkaian penjelasan diatas bahwa, perbuatan terdakwa Nur
Saskia Wati melakukan tindak pidana pembunuhan yang mana dilakukan
dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya dan
hukuman pokonya adalah gishash. Tetapi hukuman gishash tidak berlaku untuk
orang tua yang membunuh anaknya karena adanya ikatan, maka dari itu
hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman pengganti yang mana hukumanya
berupa diyat. Penjatuhan hukuman diyat di sini dianggap sebagai gantian dari
gishash. Penjatuhan hukuman diyat menurut penulis sangat efektif dikarenakan
ayat tentang qishash bersifat dha 'if atau sangat lemah dan tidak membuat efek
jera terhadap orang tua yang telah membunuh anaknya. Dalam hal ini majelis
hakim menurut penulis kurang efektif menjatuhkan pidana terhadap pelaku
pembunuhan anak kandung karena tidak memberatkan si pelaku dimana
penjatuhan pidananya tidak sesuai dengan hukuman yang ada di undang-undang

perlindungan anak dan KUHP.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis dalam pembahasan yang telah dijelaskan diatas oleh
penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Putusan hakim di Pengadilan Negeri Batang Nomor 2/Pid.Sus-
Anak/2018/PN.Btg tentang tindak pidana pembunuhan anak kandung
olen ibunya, majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang
melanggar. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong kejahatan
yang berat dan mengakibatkan matinya anak korban. Majelis hakim
memutuskan terdakwa dengan dakwaan pertama yaitu melanggar pasal
80 ayat (3) dan ayat (4) Jo pasal 76 huruf C tentang pembunuhan anak
dan menjatuhkan dengan hukuman 8 (delapan) tahun penjara.
Memandang dari analisis hukum positif Majelis Hakim dalam
menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak
dinilai kurang tepat, karena majelis hakim tidak melihat bahwa ancaman
pidana dalam pasal 80 ayat (3) menjelaskan bahwa jika mengakibatkan
mati maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun, sedangkan- pasal (4) jika pelakunya adalah orang tua
kandung maka pidana ditambah sepertiga dari hukuman.

2. Maka tinjauan hukum pidana Islam mengenai putusan PN No.2/Pid.Sus-
Anak/2018/PN.Btg bahwa perbuatan terdakwa sebenarnya sudah
memenuhi unsur dan maksud dalam katagori pembunuhan sengaja dan
perbuatan yang dilarang menurut syara’. Dalam Al-Qur’an dan Hadits
mengharamkan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan ada
unsur niat atau tujuan. Para ulama Mazhab juga berbeda pendapat dalam
penjatuhan hukuman pembunuhan anak kandung. Maka dari itu,
terdakwa tidak dijatuhkan hukuman gishash dikarenakan terdapat ikatan
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yang menghalangi orang tua untuk diancam dengan hukuman gishash.
Hukuman yang diberikan kepada ibu kandung yang membunuh anaknya
adalah hukuman diyat yang mana tidak sesuai dengan putusan
Pengadilan Batang.

B. Saran

1. Penelitian skripsi ini merupakan karya ilmiah yang berifat akademik,
yang bersumber dari sumber-sumber hukum terkai dengan pembahasan
yang penulis teliti. Penelitian ini bisa disebut juga dengan penelitian
normatif yang mana mengambil pendapat-pendapat para ahli hukum
positif dan Imam-lmam mazhab yang sesuai dengan hukum Islam.
Mengapa penulis melakukan penelitian ini dikarenakan untuk
mengetahui perbandingan antara dua sumber hukum sebagai kajian bagi
pembaca untuk sebagai bahan diskusi. Selain itu, penulis juga bermaksud
untuk memberikan penelitian ini kepada pihak yang membutuhkan atau
memiliki kepentingan dalam kasus pembunuhan, dikhususkan dalam
pembunuhan yang dilakuakan oleh orang tua terhadap anak kandung.

2. Dari sini kita lihat bahwa pentingnya perlindungan terhadap anak dari
kejahatan apalagi pembunuhan maka dari itu perlunya sosialisasi lebih
detai mengenaik Undang-undang perlindungan anak. Dalam hal ini
perlunya penyuluhan-penyuluhan tentang perlindungan anak yang
seharusnya penegak hukum harus peka terhadap ini karena pembunuhan
sangat sering terjadi di Indonesia pada saat ini terutama pembunuhan
anak. Aparat penegak hukum dan lembaga Negara lainya yang memiliki
kewenangan agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip hukum pidana agar
sesuai dengan tujuan hukum dan memberikan kedilan terhadap

masyarakat.
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